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Abstrak

Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan
terhadap Perundang-Undangan, dan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan terhadap Opini Bpk RI

Oleh:
Darmawati

Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya peningkatan opini WTP pada
LKPD dalam 5 (lima) tahun  (2010-2014) yang tidak diimbangi dengan
penurunan temuan kelemahan SPI dan temuan ketidakpatuhan, dan  masih adanya
tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya yang belum
selesai ditindaklanjuti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris
besarnya pengaruh kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI), ketidakpatuhan
terhadap perundang-undangan, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan (TLRHP) terhadap opini BPK pada provinsi, kabupaten/kota se-
Indonesia.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jumlah sampel yang dianalisis
sebanyak 2575 LKPD (provinsi, kabupaten/kota se-Indonesia) periode 2010 –
2014. Penelitian ini juga melakukan analisis tambahan dengan menggunakan data
10 tahun yaitu tahun 2006-2015. Analisis menggunakan regresi data panel dengan
eviews 8.0.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sistem pengendalian internal,
ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan tindaklanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap opini BPK.

Kata kunci: Opini, Kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap perundang-
undangan, Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
(TLRHP).
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Abstract

The Influence of  Internal Control System Weaknesses,  Incompliance with
Laws and Regulations, and Further Action of Recommendation of the Audit

Results to Bpk RI Opinion

By:
Darmawati

The background of this research is an increase of WTP opinion on LKPD during 5
(five) year (2010-2014) which is not balance with the weakness internal control
system (SPI) findings, the finding of incompliance with laws and regulations and
any further action of recommendation on the previous years still unfinished
actionable. The study aims to provide empirical evidence of the influence of the
weakness internal control system (SPI), incompliance with laws and regulations,
and further action of recommendation of the audit results (TLRHP) to BPK
opinion on province, regencies/cty in Indonesia.

This research used secondary data with used 2575 sample LKPD (province,
regencies/city in Indonesia) during 2010-2014. This study also conducted
additional analyze which used 10 years i.e 2006 until 2015. This analyze used
panel data regression with eviews 8.0 software.

The results show the weakness internal control system (SPI), incompliance with
laws and regulations, and further action of recommendation of the audit results
have negative significant effect to BPK opinion.

Key word: Opinion, the weakness of internal control system (SPI),
incompliance with laws and regulations, further of recommendation
of the audit results (TLRHP).
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara mewajibkan

pemerintah untuk membuat laporan keuangan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD selama setahun. Laporan

keuangan disampaikan kepada rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat, dan

telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan

pemerintah pusat dan daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa

Keuangan harus disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang

bersangkutan.

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, pemeriksaan yang

menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab

mengenai keuangan negara yang meliputi pajak, layanan umum pemerintahan

negara dan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, penerimaan

daerah, pengeluaran daerah, kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola

sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta

hak-hak lain yang dapat dinilai oleh uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan

pada perusahaan negara/daerah, kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh
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pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau

kepentingan umum.

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyebutkan bahwa laporan

hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Opini

merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada

kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan

pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan

peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian

internal. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa

yaitu: (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar

dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adverse

opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of

opinion).

Berdasarkan IHP BPK RI tahun 2015, terdapat 539 objek pemeriksaan pada

pemerintah daerah. BPK  memberikan opini WTP atas 252 (47%) LKPD, opini

WDP atas 247 (46%) LKPD, opini TW 5 (1%) LKPD  dan opini TMP atas 35

(6%) LKPD. Secara keseluruhan, pada tahun 2015 pemerintah provinsi

memiliki prosentase LKPD yang memperoleh opini WTP paling tinggi yaitu

76% dibandingkan dengan pemerintah kota 60% dan kabupaten 41%.
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Berdasarkan tingkat pemerintahan, terjadi peningkatan opini WTP dari tahun

sebelumnya. Pada pemerintah provinsi, terjadi peningkatan opini WTP

dari 49% menjadi 76 %, pada pemerintah kabupaten terjadi peningkatan dari

26 % menjadi 41%, dan untuk pemerintah kota dari 38% menjadi 60%

(sumber IHP BPK RI, 2015). Secara keseluruhan opini WTP terhadap laporan

keuangan pemerintah daerah tersebut baru mencapai  252 LKPD atau 47%,

belum memenuhi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  2

(RPJMN 2) Tahun 2010-2014  yang menargetkan opini WTP laporan keuangan

pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) tahun 2014 sebesar 100%.

Perkembangan opini pada 539 LKPD tahun 2014 dibandingkan dengan

opini tahun sebelumnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan

(dapat dilihat pada Tabel 1).

Tabel 1. Opini LKPD Tahun 2010-2014 berdasarkan tingkat pemerintahan

Peme-
rintah-
an

Provinsi Kabupaten Kota

Tahun WTP WDP TW TMP Total WTP WDP TW TMP Total WTP WDP TW TMP Total

2010
6 22 0 5 33 16 254 23 103 396 12 67 3 11 93

18% 67% 0% 15% 100% 4% 64% 6% 26% 100% 13% 72% 3% 12% 100%

2011
10 19 0 4 33 36 268 6 89 399 21 62 2 7 92

30% 58% 0% 12% 100% 9% 67% 2% 22% 100% 23% 67% 2% 8% 100%

2012
17 11 0 5 33 72 256 6 67 401 31 52 0 7 90

52% 33% 0% 15% 100% 18% 64% 1% 17% 100% 34% 58% 0% 8% 100%

2013
16 15 0 2 33 105 241 11 41 398 35 55 0 3 93

48% 45% 0% 6% 100% 26% 61% 3% 10% 100% 38% 59% 0% 3% 100%

2014 25 7 0 1 34 170 203 5 34 412 56 37 0 0 93

76% 21% 0% 3% 100% 41% 50% 1% 8% 100% 60% 40% 0% 0% 100%

Sumber:  IHP BPK RI tahun 2015
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Terdapat  kenaikan opini pada 138 LKPD. 105 LKPD mengalami kenaikan opini

dari WDP menjadi WTP, 33 LKPD mengalami kenaikan opini dari TW atau TMP

menjadi WDP atau WTP. Meskipun terjadi kenaikan opini LKPD, terdapat 21

LKPD memperoleh penurunan opini. Pada saat yang sama, persentase opini

WDP mengalami penurunan dari 59% menjadi 46%. Penurunan juga terjadi pada

jumlah LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP. (sumber IHP BPK-RI,

2014).

Gambar 1
Tren opini LKPD tahun 2010-2014

Sumber: IHP BPK RI, 2015

Meskipun opini WTP terjadi kenaikan secara signifkan namun kenaikan tersebut

tidak diimbangi dengan penurunan temuan terhadap kelemahan sistem

pengendalian internal dan temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

Dalam 5 tahun terakhir temuan terhadap kelemahan SPI dan kepatuhan terhadap

perundang-undangan meningkat hal ini dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 berikut:
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Tabel  2. Kelemahan SPI pada LKPD  Tahun 2010 s.d 2014

Kelemahan SPI LKPD
Prov/Kab/Kota 2010 2011 2012 2013 2014

Kelemahan Sistem Pengendalian
Akuntansi dan Pelaporan

1.432 2.385 2.197 2.194 2.408

Kelemahan Sistem Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja

1.774 2.176 2.508 2.562 2.777

Kelemahan Struktur Pengendalian Internal 686 1.129 1.152 1.256 1.267

Total 3.892 5.690 5.857 6.012 6.452
LKPD 432 520 523 524 539

% Kenaikan temuan 9,01 10,94 11,20 11,47 11,97
Sumber: IHP BPK RI (2011-2015)

Pada tabel 2 menunjukan bahwa terjadi peningkatan terhadap temuan kelemahan

SPI. Permasalahan utama SPI pada pemerintah daerah terletak pada proses

penyusunan laporan yang tidak sesuai ketentuan, pencatatan tidak/belum

dilakukan secara akurat, penetapan/pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat atau

belum dilakukan sehingga mengakibatkan hilangnya potensi

penerimaan/pendapatan, belum adanya standar operating prosedur yang formal

atau SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidah ditaati.

Selain itu satuan pengawas internal yang ada tidak memadai atau tidak berjalan

optimal yang ditunjukkan dengan belum ditindak lanjutinya temuan pemeriksaan

sebelumnya. (IHP BPK RI, 2015)

Pasal 56 ayat (4) UU nomor 01 tahun 2004 menyebutkan bahwa pengelolaan

APBD wajib diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang

memadai. Masih banyaknya temuan terkait sistem pengendalian internal pada

LKPD menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum melakukan tindakan

pengendalian yang baik terhadap pengelolaan APBD. Tindakan pengendalian

dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektifitas,
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efisiensi transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan

menerapkan mekanisme pengendalian internal yang baik akan menjamin kualitas

dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, karena pengendalian internal

menciptakan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan

terhadap perundang-uandangan yang berlaku. Selain peningkatan temuan pada

sistem pengendalian internal, dalam 5 tahun terakhir juga terjadi peningkatan pada

temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. Dapat dilihat pada tabel 3

berikut:

Tabel 3. Temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan pada LKPD
2010 s.d 2014

Ketidak patuhan terhadap perundang-
undangan

LKPD
2010 2011 2012 2013 2014

Prov/Kab/Kota Kasus Kasus Kasus Kasus Kasus
Kerugian Daerah 1.211 2.146 2.124 2.818 2.630

Potensi kerugian daerah 343 440 344 445 347

Kekurangan penerimaan 1286 1211 934 1132 958

Administrasi 1.901 2.939 2.204 2536 2.565

Ketidakhematan/pemborosan
ketidakekonomormisan

147 298 216 127 -

Ketidakefisienan 2 2 226 - -

Ketidakefektifan 280 417 1227 1081 -

Total 5.170 7.453 7.275 8.139 6.500

LKPD 432 520 523 524 539

% Kenaikan temuan 11,97 14,33 13,91 15,53 12,06

Sumber: IHP BPK RI (2011-2015)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, permasalahan atas ketidakpatuhan terhadap

perundang –undangan tersebut disebabkan karena pejabat yang bertanggungjawab

tidak cermat dan lalai dalam memahami dan menaati ketentuan yang berlaku.

Faktor penyebab lainnya diantaranya pengawasan dan pengendalian yang lemah,

belum optimal dalam  melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta pengambilan
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kebijakan yang tidak tepat serta sengaja tidak mempertanggungjawabkan

pengelolaan dana.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap LKPD, BPK juga melakukan

pemantauan tindaklanjut atas temuan hasil audit sesuai dengan Undang-Undang

nomor 15 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 yang

menyebutkan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara/daerah oleh pemerintah.

Pemantauan tindak lanjut dilakukan setelah BPK menerima jawaban atau

penjelasan dari pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggungjawab

untuk menentukan apakah tindaklanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai

dengan rekomendasi yang disarankan oleh BPK.

Temuan hasil pemeriksaan dinyatakan telah selesai ditindaklanjuti apabila semua

rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas

oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Pada tahun 2010

sampai dengan tahun 2014 terdapat 28.573 rekomendasi atas temuan hasil

pemeriksaan BPK, rekomendasi yang telah sesuai ditindaklanjuti sebesar 17.723

(62,03%), rekomendasi yang belum sesuai dan/dalam proses tindak lanjut sebesar

6.599 (23,19%), rekomendasi yang belum ditindaklanjuti 4.101 (14,35%) dan

rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti sebesar 150 (0,52%) rekomendasi

(sumber: BPK). Dari data tersebut masih terdapat 10.850 rekomendasi yang

belum ditindaklanjuti atau sekitar 38,06%.

Kenaikan yang signifikan terhadap opini WTP yang tidak diimbangi dengan

penurunan temuan terhadap kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidak-
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patuhan terhadap perundang-undangan serta masih adanya rekomendasi temuan

hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti,

menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh

kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap perundang-

undangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap Opini Badan Pemeriksa

Keuangan”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah kelemahan pada sistem

pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan tindak

lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berpengaruh terhadap opini BPK.

1.3 Tujuan Penelitan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji seberapa besar pengaruh kelemahan

sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, dan

tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap opini BPK.

1.4 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memotivasi

pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem pengendalian internal,

mematuhi peraturan perundang-undangan dan menindaklanjuti rekomendasi

hasil pemeriksaan BPK.

2. Bagi stakeholder, penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan

pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota dan

kementrian/lembaga sehingga terwujud good governance.
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3. Bagi akademisi, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap

pengembangan literatur sektor publik. Harapan selanjutnya, hasil penelitian

ini dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan teori kontraktual antara dua atau lebih individu,

kelompok maupun organisasi. Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan

hubungan keagenan sebagai kontrak yang terjadi antara principal dan agen,

dimana pada hubungan tersebut terdapat pendelegasian wewenang dari principal

kepada agen dalam pengambilan keputusan. Pemisahan wewenang dapat

menimbulkan asimetri informasi yang akan menyebabkan terjadinya konfik antara

principal dan agen yang diakibatkan oleh kepentingan yang berbeda antara agen

dan principal.

Selain konflik agensi, Jensen dan Meckling juga menjelaskan terkait biaya yang

timbul akibat dari  konfik agensi yang dikenal dengan biaya agensi (agency cost),

dimana terdapat tiga biaya agensi yaitu 1. The monitoring expenditures, 2. The

bonding expenditures dan yang ke 3. The residual loss.  Audit atas laporan

keuangan oleh auditor independen termasuk kedalam bonding expenditures, di

mana perusahaan akan menggunakan jasa audit auditor independen untuk

mengurangi kesenjangan informasi antara principal dan agen.
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Konflik agensi dapat juga terjadi pada sektor publik. Zimmerman (1977)

mengartikan politisi sebagai pihak yang memiliki kepentingan pribadi maupun

kelompok (agen) dan voters (rakyat sebagai principal).  Kepentingan pribadi dari

politisi merupakan kepentingan yang bertujuan agar rakyat memilih kembali

politisi tersebut dalam pemilihan umum selanjutnya, sehingga politisi mampu

melakukan  pemanfaatan dari anggaran negara untuk kepentingan individu

maupun kepentingan kelompok. Rakyat yang memilih politisi untuk mewakili

rakyat  dalam menggunakan anggaran ataupun keuangan negara mempunyai hak

untuk  memperoleh laporan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

secara transparan sehingga rakyat dapat memastikan bahwa anggaran negara telah

digunakan sebagai mana mestinya demi kesejahteraan rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2005 menyebutkan

bahwa pemilihan umum atas kepala daerah beserta wakilnya merupakan alat

untuk melaksanakan kedaulatan rakyat pada provinsi atau kabupaten atau kota.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa rakyat mendelegasikan wewenang

kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui pemilihan langsung

sehingga dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pendelegasian

wewenang kepada kepala daerah menunjukkan bahwa kepala daerah (eksekutif )

dalam hal ini berperan sebagai agen dan rakyat (legislatif) berperan sebagai

prinsipal.

Eksekutif sebagai agent lebih mengetahui kondisi dan prospek pemerintah daerah,

sehingga eksekutif dapat memilih informasi mana yang akan disampaikan kepada

legislatif (adverse selection). Menurut Halim dan Abdullah (2006), dalam
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perencanaan penganggaran APBD, eksekutif cenderung merencanakan anggaran

pendapatan yang kecil namun anggaran belanja yang besar. Eksekutif cenderung

menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan

tugasnya.  Pertanggungjawaban eksekutif kepada legislatif  dapat dilihat dari

laporan keuangan yang sampaikan kepada legislatif setiap akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan tersebut disampaikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah

tahun anggaran dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit yang

dilakukan oleh BPK ini dimaksudkan untuk memperkecil terjadinya kesenjangan

informasi antara pemerintah daerah dan  rakyat yang dalam hal ini diwakili oleh

legislatif. Dalam audit ini, BPK akan mengeluarkan opini terhadap Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah.

Opini BPK dapat menggambarkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan

daerah. LKPD yang memperoleh opini WTP (unqualified opinion) memiliki

akuntabilitas yang jauh lebih baik dibandingkan dengan LKPD yang memperoleh

opini TW (adverse). Dimana pada LKPD yang memperoleh opini WTP, laporan

keuangan tersebut sudah sesuai dengan SAP, disajikan dan diungkapkan secara

wajar dan terbebas dari semua hal yang bersifat material, efektifitas SPI nya baik

dan tidak ditemukan temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang bersifat material, sehingga informasi laporan keuangan tersebut

dapat digunakan oleh penggunanya. Sedangkan pada LKPD yang memperoleh

opini TW, informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tidak disajikan

secara wajar terhadap hal yang material, tidak sesuai dengan SAP, efektifitas SPI

nya buruk dan terdapat temuan ketidakpatuhan yang bersifat material, sehingga

laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh penggunanya. Dari laporan
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keuangan yang telah diaudit oleh BPK ini secara tidak langsung rakyat dapat

melihat baik tidaknya pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara,

laporan keuangan  pemerintah merupakan media pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan negara oleh Presiden selaku kepala pemerintahan dan

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara serta para

gubernur/bupati/walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

daerah. Standar Akuntansi Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

nomor  71 tahun 2010 pada Standar Akuntansi Pemerintah 01 menyatakan bahwa

laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan

dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna

laporan keuangan seperti masyarakat, pihak-pihak yang memberi investasi,

pinjaman dan donasi, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa

serta bagi pemerintah itu sendiri. Laporan keuangan menyediakan informasi yang

relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan.

Menurut Nordiawan dan Ayuningtyas (2010:45) terdapat delapan prinsip yang

digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah merupakan

basis untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan
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realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aktiva, kewajiban dan entitas

dalam neraca.

2. Prinsip Nilai Historis

Aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar

nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat perolehan.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan

dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam kegiatan

pemerintahan.

3. Prinsip Realisasi

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah

selama satu tahun fiskal yang digunakan untuk membayar utang dan belanja

dalam periode tersebut.

4. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi atau peristiwa

lain yang seharusnya disajikan. Maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu

dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan

hanya aspek formalitasnya saja, hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas pada

Catatan Atas Laporan Keuangan.

5. Prinsip Periodesitas

Kegiatan akuntansi dan laporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi

periode-periode pelaporan, sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi

sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan.
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6. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang seharusnya serupa

dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

7. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh

pengguna. Informasi-informasi tersebut dapat ditempatkan pada lembar muka

laporan keuangan atau dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika

menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti

itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan

pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat

mengandung unsur kehati-hatian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan

terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

Dalam menilai kewajaran dari laporan keuangan penyelenggara negara, Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 23E, Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 dan

Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 memberikan amanah kepada Badan

Pemeriksa Keuangan untuk mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara

lainnya, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik

daerah yang mengelola keuangan negara.
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2.1.3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 16 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2004 menyatakan bahwa opini adalah

pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang

didasarkan pada kriteria:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah;

2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);

3. kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan; dan

4. efektivitas sistem pengendalian internal.

Undang - Undang nomor 15 tahun 2004 pasal 16 ayat (1) menyebutkan terdapat

empat jenis pemberian opini oleh BPK yaitu :

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion), termasuk di

dalamnya opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan – WTP-DPP

(unqualified opinion with modified wording); opini wajar tanpa pengecualian

menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara

wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam laporan

keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified opinion); opini wajar

dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan

diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak

hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, sehingga informasi

keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa

dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
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3. Opini Tidak Wajar – TW (adverse opinion); opini tidak wajar menyatakan

bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam

semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan

tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

4. Pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat –

TMP (disclaimer of opinion); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan

bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan.

Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan

keuangan bebas dari salah saji material, sehingga  informasi keuangan dalam

laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

2.1.4 Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut PP nomor 60 tahun 2008 adalah

proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 ini

merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 1

tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja,

transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan  negara, presiden selaku

kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian

internal di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Secara teknis

pelaksanaan SPIP tersebut menjadi tanggungjawab dari setiap instansi pemerintah

pusat dan daerah.
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Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 dan Permendagri nomor 4 tahun 2008

mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai suatu proses yang

dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang

memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan

pemerintah. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat (1) dikatakan

bahwa :

“Untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana
diatur dalam peraturan pemerintah ini, setiap entitas pelaporan dan akuntansi
wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal sesuai dengan
ketentuan perarturan perundang-undangan terkait”.

COSO (1992: 9) dalam laporannya menyebutkan rumusan pengendalian internal

sebagai berikut:

“Internal control is process, effected by an entity’s board of directors,
management and other personnel, designed to provide reasonable assurance
regarding the achievement of objectives in following categories :
effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting
and compliance with applicable laws and regulations”.

Struktur pengendalian internal COSO dikenal sebagai kerangka kerja

pengendalian internala yang terintegrasi (COSO – Internal Control – Integrated

Framework) yang terdiri dari lima komponen antara lain lingkungan pengendalian

(control environment), penilaian resiko (risk assesment), aktivitas pengendalian

(control activities), informasi dan komunikasi (information and communication),

pemantauan (monitoring).
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Arens et al. (2008) menyatakan bahwa pengendalian internal didesain untuk

memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan

yaitu keandalan pelaporan keuangan, efetivitas dan efisiensi operasi, serta

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Sementara menurut

D’aquila (1998) tujuan utama internal kontrol adalah untuk memberkan keyakinan

yang memadai mengenai kualitas pelaporan keuangan.

Verschoor (2002) dalam Krishnan (2005) menyatakan bahwa untuk mencapai

laporan keuangan yang berkualitas perlu penekanan pada pengendalian internal

yang baik. Dengan mekanisme pengendalian internal yang baik akan menjamin

kualitas dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, karena tindakan pengendalian

tersebut memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian

efektifitas,efisiensi transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Pengendalian internal menciptakan keandalan laporan keuangan, pengamanan aset

negara dan ketaatan terhadap perundang-uandangan yang berlaku.

BPK RI memiliki tugas untuk memberikan opini atas Laporan keuangan

pemerintah pusat dan daerah. Opini tersebut salah satunya didasarkan pada

kriteria efektivitas sistem pengendalian internal. Dalam melaporkan kelemahan

pengendalian internal atas pelaporan keuangan, pemeriksa BPK harus dapat

mengidentifikasi “kondisi yang dapat dilaporkan” yang secara sendiri-sendiri

maupun kumulatif merupakan kelemahan yang material. Pemeriksa harus

menempatkan identifikasi tersebut menjadi suatu temuan dalam perspektif yang

wajar (SPKN, 2007). Untuk memberikan dasar bagi pengguna laporan hasil

pemeriksaan dalam mempertimbangkan kejadian dan konsekuensi kondisi
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tersebut, hal yang diidentifikasi harus dihubungkan dengan hasil pemeriksaan

secara keseluruhan. Sejalan dengan definisi wajar menurut standar pemeriksaan

tersebut, auditor BPK diharuskan menggunakan pertimbangan profesionalnya

dalam menentukan apakah telah terjadi kasus kelemahan pengendalian internal

atau tidak, serta apakah temuan tersebut dirasa cukup material untuk dilaporkan

atau tidak. Beberapa contoh “kondisi yang dapat dilaporkan” tersebut seperti yang

dirumuskan dalam SPAP antar lain:

1. Tidak ada pemisahan tugas yang memadai sesuai dengan tujuan pengendalian

yang layak.

2. Tidak ada reviu dan persetujuan yang memadai untuk transaksi pencatatan

akuntansi atau output dari suatu sistem.

3. Tidak memadainya berbagai persyaratan untuk pengamanan aktiva.

4. Bukti kelalaian yang mengakibatkan kerugian, kerusakan, atau penggelapan

aktiva.

5. Bukti bahwa suatu sistem gagal menghasilkan output yang lengkap dan cermat

sesuai dengan tujuan pengendalian yang ditentukan oleh entitas yang diperiksa,

karena kesalahan penerapan prosedur pengendalian.

6. Bukti adanya kesengajaan mengabaikan pengendalian internal oleh orang-

orang yang mempunyai wewenang, sehingga menyebabkan kegagalan tujuan

menyeluruh sistem tersebut.

7. Bukti kegagalan untuk menjalankan tugas yang menjadi bagian dari

pengendalian internal, seperti tidak dibuatnya rekonsiliasi atau pembuatan

rekonsiliasi tidak tepat waktu.
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8. Kelemahan dalam lingkungan pengendalian, seperti tidak adanya tingkat

kesadaran yang memadai tentang pengendalian dalam organisasi tersebut.

9. Kelemahan yang signifikan dalam disain atau pelaksanaan pengendalian

internal yang dapat mengakibatkan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berdampak langsung dan material atas laporan keuangan.

10. Kegagalan untuk melakukan tindak lanjut dan membentuk sistem informasi

pemantauan tindak lanjut untuk secara sistematis dan tepat waktu memperbaiki

kekurangan-kekurangan dalam pengendalian internal yang sebelumnya telah

diketahui.

Kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi jumlah temuan atas kasus kelemahan SPI

yang berakibat pada level efektivitas SPI yang pada akhirnya dijadikan dasar

dalam penentuan pemberian opini.

2.1.5 Ketidakpatuhan terhadap Perundang-undangan

Pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh BPK berpedoman pada

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dalam Peraturan

BPK nomor 1 tahun 2007. Berdasarkan SPKN, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa pemeriksa telah melakukan

pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan.

Standar Pemeriksaan Pernyataan Nomor 03 terkait dengan standar pelaporan

pemeriksan keuangan, mengharuskan auditor membuat suatu laporan audit yang

menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia (SAP) atau prinsip akuntansi yang berlaku
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umum secara komprehensif. Lebih lanjut diperjelas bahwa standar pemeriksaan

menetapkan standar pelaporan tambahan berikut ini:

1. Pernyataan kepatuhan terhadap Standar Pemeriksaan;

2. Pelaporan tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan; dan

3. Pelaporan tentang pengendalian internal.

Salah satu hasil pemeriksaan atas laporan keuangan berupa laporan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksa harus merancang

pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah

saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan

keuangan.

Berdasarkan IHP BPK 2015, temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-

undangan dapat berupa ketidak patuhan entitas  terhadap ketentuan perundang-

undangan, sehingga mengakibatkan: kerugian negara/daerah/perusahaan, potensi

kerugian negara/daerah/perusahaan, kekurangan penerimaan, kelemahan

administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Ketidakpatuhan yang bersifat material dan mempengaruhi kewajaran laporan

keuangan menjadi salah satu kriteria dalam penentuan opini.

Simapahutar dan Khairani (2013) menyatakan bahwa tingkat kepatuhan entitas

terhadap peraturan perundang-undangan maupun kesesuaian penyajian laporan

keuangan entitas mempengaruhi pemberian opini oleh auditor.
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2.1.6 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP)

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan adalah suatu kegiatan dan

atau keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang diperiksa dan atau pihak lain

yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Pejabat

yang diperiksa wajib melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil

pemeriksaan, jika sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan

dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka pejabat wajib memberikan

alasan yang sah.

Undang - Undang nomor 15 tahun 2004 menyatakan definisi rekomendasi sebagai

saran dari pemeriksa dengan dasar hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan,

yang ditunjukan kepada orang dan atau badan yang berwenang agar dilakukan

tindakan dan atau perbaikan. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dengan

jawaban dan penjelasan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah hasil laporan

pemeriksaan diterima. Menurut PP nomor 2 tahun 2010 tentang Pemantauan

Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan tindak lanjut

diberitahukan kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pejabat yang tidak melaksanakan tindak lanjut rekomendasi akan dikenai sanksi

administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP)

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sistematis untuk

menentukan apakah pejabat yang berwenang telah melaksanakan rekomendasi

hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. BPK selanjutnya
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melakukan telaah atas jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang

diperiksa dan atau yang bertanggungjawab. Berdasarkan peraturan BPK nomor 2

tahun 2010 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK, hasil penelaahan diklasifikasi dalam empat status yaitu:

pertama, tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; kedua, tindaklanjut

belum sesuai dengan rekomendasi; ketiga, rekomendasi belum ditindak lanjuti;

keempat, rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Tindak lanjut sesuai rekomendasi merupakan proses upaya perbaikan pada

pemerintah daerah, sehingga kinerja akan menjadi lebih baik dan tidak

mengulang kesalahan yang sama. Perbaikan-perbaikan kelemahan dalam

pengelolaan keuangan daerah akan meningkatkan kualitas dari laporan

keuangan. Hartanto (2015) menyatakan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi auditor untuk

menentukan opini audit pada LKPD ditahun selanjutya.

Berdasarkan IHP II BPK tahun 2014,  Rekomendasi BPK secara umum dapat

ditindaklanjuti dengan  cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan

atau melengkapi pekerjaan/barang, tindakan administratif berupa pemberian

peringatan , teguran, dan/atau sanksi kepada para penagnggungjawab dan/atau

pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi

atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti

pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem

pengendaian internal.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya tentang pengaruh sistem pengendalian internal,

kepatuhan terhadap perundang-undangan, tindak lanjut temuan audit dan opini

tahun sebelumnya terhadap opini BPK disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Penelitian terdahulu

No
Nama Peneliti
(tahun)

Variable
Metode
analisis

Hasil

1 Nurdiono
2014

www.
etd.repository
.ugm.ac.id

Hasil opini
wajar LKPD

Proporsi
anggaran
publik

Pengendalian
internal

Tindak lanjut
temuan BPK

Opini
sebelumnya

Kompetensi
sumberdaya
manusia

Analisis
regresi
logistik

a. Proposi anggaran publik
berpengaruh negatif  signifikan
pada opini wajar LKPD

b. Opini sebelumnya berpengaruh
pada opini wajar LKPD

c. Pengendalian internal tidak
berpegaruh signifikan terhadap
opni wajar LKPD

d. Tindak lanjut temuan BPK  tidak
berpegaruh signifikan terhadap
opni wajar LKPD

e. Kompetensi sumberdaya manusia
tidak berpegaruh signifikan
terhadap opini wajar LKPD

2 Fatimah at al.
(2014)

Jurnal
Akuntansi,
Vol 3, No 1,
Oktober 2014

Opini BPK RI
atas LKPD
SPI
Kepatuhan
terhadap
ketentuan
perundang-
undangan
Opini audit
tahun
sebelumnya
Umur
Pemerintah
Daerah

Analisis
statistik
deskriptif
dan
infrensial
mengguna
kan
sofware
SPSS.
Analisi
infrensial
mengguna
kan regresi
logistik

a. Sistem pengendalian akuntansi dan
pelaporan (SPAP) berpengaruh
negatif

b. Kepatuhan terhadap perundang-
undangan berpengaruh terhadap
penerimaan opini WTP untuk
kepatuhan terhadap peraturan
perundangundangan yang
mengakibatkan kasus kerugian
daerah/perusahaan dan
penyimpangan administrasi
Temuan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan
lainnya baik nilai dan jumlah kasus
yang ditimbulkannya tidak
mempengaruhi penerimaan opini
WTP.
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c. Opini audit tahun sebelumnya
berpengaruh positif.

d. Umur pemerintah daerah tidak
berpengaruh

3 Nuhoni
Nalurita

(2015)

www.eprints.
.uns.ac.id

Kredibilitas
LKPD (opini
BPK)
SPI
Ketidak
patuhan
terhadap
peraturan
Ukuran Pemda
(size)
Ketergantungan
terhadap
pemerintah
pusat
Opini tahun
sebelumnya

Ordinal
logistic
regression

a. Kelemahan SPIP berpengaruh
negatif terhadap pemberian opini
BPK.

b. Kepatuhan terhadap  peraturan
perundang-undangan berpengaruh
negatif  terhadap kredibilitas
LKPD

c. Ukuran (size)  tidak memiliki
pengaruh terhadap kredibilitas
LKPD.

d. Ketergantungan berpengaruh
terhadap kredibilitas LKPD

e. Opini tahun sebelumnya
berpengaruh positif terhadap
kredibilitas LKPD.

4 Atmaja W
&Probohudon
o (2015)

Jurnal
integritas
volume 1,
nomor 1,
november
2015

Opini BPK
SPI
Kepatuhan
terhadap
ketentuan
perundang-
undangan

Analisis
statistik
deskriptif
dan
infrensial
mengguna
- kan
sofware
SPSS.
Analisi
infrensial
mengguna
kan regresi
logistik

a. Kelemahan Sistem Pengedalian
Akuntansi dan Pelaporan (KSPAP)
dan kelemahan Sistem
Pengendalian Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
(KSPPAPB) berpengaruh negatif,
Kelemahan Struktur Pengendalian
Internal (KstPI) tidak berpengaruh
terhadap pemberian opini BPK
atas kewajaran laporan keuangan.

b. Kepatuhan terhadap perundang-
undangan berpengaruh negatif
terhadap opini yaitu temuan yang
mengakibatkan kerugian daerah,
potensi kerugian daerah,
penyimpangan administrasi, dan
ketidakhematan. Sedangkan untuk
temuan kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan
lainnya tidak berpengaruh.

c. Temua kerugian negara dan nilai
kerugian negara berpengaruh
negatif pada pemberian opini BPK.

5. Ristu Pratiwi

2015

www.eprints

Opini BPK
Ukuran
Pemerintah
Daerah (SIZE)
Tingkat

Binomial
logistic
regression
(BLR) dan

a. Ukuran Pemerintah Daerah
berpengaruh signifikan terhadap
opini BPK

b. Tingkat ketergantungan
pemerintah daerah terhadap
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.uns.ac.id ketergantungan
daerah kepada
pusat
(DEPEND)
Tingkat
Kekayaan
(WEALTH)
Realisasi
Belanja
(EXPEND)
Tindaklanjut
Temuan Audit
(TIND)
Tingkat
Pendidikan
(EDUC)
Umur (AGE)
Masa Kerja
atau
Pengalaman
(TENURE)

ordinal
logistic
regression
(BLR)

pemerintah pusat berpengaruh
negatif terhadap opini yang lebih
baik dari BPK.

c. Tingkat kekayaan pemerintah
daerah yang tinggi berpengaruh
signifikan terhadap opini yang
lebih baik dari BPK

d. Tingkat belanja pemerintah
daerah yang tinggi berpengaruh
signifikan terhadap opini BPK

e. Tindak lanjut temuan audit yang
tinggi berpengaruh siginifikan
terhadap opini  BPK.

f. Tingkat pendidikan kepala daerah
yang tinggi berpengaruh signifikan
terhadap opini BPK

g. Umur (AGE) berpengaruh
signifikan terhadap opini

h. Masa kerja kepala daerah yang
panjang berpengaruh signifikan
terhadap opini

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh kelemahan SPI terhadap opini BPK

Pemerintah pusat dan daerah merancang sistem pengendalian internal masing-

masing entitas dengan mengacu pada PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPI yang

meliputi lima unsur pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan

pengendalian internal. Salah satu kriteria pemberian opini adalah evaluasi dan

efektifitas SPI.  Menurut BPK, lingkungan pengendalian yang diciptakan

seharusnya menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan SPI

yang didesain untuk dapat mengenali apakah SPI telah memadai dan mampu

mendeteksi adanya kelemahan.

Adanya kelemahan pengendalian internal mencerminkan risiko kontrol yang

lebih besar dan dapat meningkatkan risiko audit secara keseluruhan bagi auditor
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dalam melakukan audit laporan keuangan. Lingkungan pengendalian internal yang

lemah memfasilitasi manajemen laba dan perilaku oportunistik serta mengurangi

keandalan dari pelaporan keuangan (Ge dan McVay 2005).

Menurut Zhang; Zhou dan Zhou (2012) terdapat hubungan antara auditor

independen dengan pengungkapan permasalahan pengendalian internal.

Auditor wajib untuk menerbitkan clean opinion atau unqualified opinion ketika

tidak menemukan permasalahan yang material dalam pengendalian internal

perusahaan. Apabila temuan kelemahan SPInya rendah maka kemungkinan untuk

mendapatkan opini WTP tinggi.

Penelitian mengenai pengaruh sistem pengendalian internal terhadap opini audit

dilakukan oleh Nalurita (2015), Sipahutar dan Khairani (2012), Taufikurrahman

(2014), dan Kawedar (2009). Pada penelitian tersebut membuktikan bahwa

sistem pengendalian internal berpengaruh negatif pada opini audit. Namun,

penelitian Safitri (2014) dan Nurdiono (2014) menyatakan bahwa sistem

pengendalian internal tidak mempengaruhi opini audit BPK. Hasil penelitian

Sunarsih (2013) juga menyatakan bahwa kelemahan SPI tidak berpengaruh pada

opini disclaimer.

Berdasasarkan keterangan diatas penulis berpendapat bahwa apabila temuan

kelemahan SPI rendah maka kemungkinan untuk mendapatkan opini WTP tinggi.

Begitu pula sebaliknya apabila temuan kelemahan SPI tinggi maka kemungkinan

untuk mendapatkan opini WTP semakin rendah sehingga penulis memformulasi

hipotesis sebagai berikut:
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H1: Temuan kelemahan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif
terhadap opini BPK.

2.3.2 Pengaruh temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-
undangan terhadap opini BPK

Temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan yang berdampak material terhadap

laporan keuangan akan berpengaruh terhadap pemberian opini. Semakin banyak

jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan maka

kemungkinan diperoleh opini yang baik akan semakin rendah, sehingga

mempengaruhi opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian pengaruh kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan

terhadap opini audit dilakukan oleh Sipahutar dan Khairani (2012), Heriningsih

dan Rusherlistyani (2014), Taufikurrahman (2014), Nalurita (2015). Penelitian

tersebut belum memberikan hasil yang konsisten. Sipahutar dan Khairani (2012),

Taufikurrahman (2014), Nalurita (2015) berhasil membuktikan bahwa kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh terhadap perolehan opini

audit. Penelitian Heriningsih dan Rusherlistyani (2014) tidak berhasil

membuktikan pengaruh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

terhadap opini audit. Begitu pula dengan Penelitian Sunarsih (2013) yang

membuktikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tidak

mempengaruhi opini disclaimer.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, Penulis berpendapat bahwa

apabila temuan kepatuhan terhadap undang-undangan rendah maka kemungkinan

untuk mendapatkan opini WTP tinggi. Begitu pula sebaliknya apabila temuan

kepatuhan terhadap undang-undang tinggi maka kemunginan untuk mendapatkan
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opini WTP semakin rendah sehingga penulis memformulasi hipotesis sebagai

berikut:

H2: Temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
berpengaruh negatif terhadap opini BPK.

2.3.3  Pengaruh tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini
BPK

Pedoman pemeriksaan BPK RI menyatakan bahwa LKPD yang telah dilakukan

pemeriksaan dan telah mendapatkan opini audit akan disarankan untuk segera

menindaklanjuti atas setiap permasalahan yang telah menjadi rekomendasi audit

agar permasalah tersebut tidak menjadi pengulangan kembali dalam tahun

anggaran yang diperiksa. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan

sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait

kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan

pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa (BPK

RI, 2014).

Kewajaran laporan keuangan yang tercermin dalam opini audit juga

mempertimbangkan rekomendasi audit tahun sebelumnya. Rekomendasi hasil

pemeriksaan tahun sebelumnya yang tidak ditindaklanjuti pada tahun berikutnya

akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemeriksan dalam menentukan kewajaran

laporan keuangan. Hal tersebut juga dipertegas pada gambaran umum

pemeriksaan yang telah tercantum dalam setiap LKPD yang telah diperiksa oleh

BPK RI. Gambaran umum pemeriksaan pada point 5 (lima) dalam metode

penelitian perencanaan pemeriksaan pada sub bab 4 mengenai pertimbangan hasil

pemeriksaan sebelumnya menyebutkan bahwa pemeriksaan harus
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mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan

sebelumnya. Pemeriksaan harus meneliti apakah terdapat pengaruh hasil

pemeriksaan sebelumnnya dan tindak lanjutnya dalam LKPD entitas yang

diperiksa. Pengaruh yang diteliti pemeriksa dikhususkan pada kemungkinan yang

terjadi atas temuan-temuan yang berulang dan atas keyakinan saldo awal akun

atau perkiraan pada neraca yang diperiksa (LKPD Pemerintah Aceh, 2014).

Hartanto (2015) menyatakan bahwa penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi auditor untuk menentukan opini audit

pada LKPD ditahun selanjutnya. Hasil penelitian Atyanta (2013) pada satu

kabupaten di wilayah Jawa Timur menemukan bahwa salah satu faktor belum

diraihnya opini WTP karena belum adanya tindak lanjut rekomendasi LHP tahun

sebelumnya. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK tersebut sudah ada yang

telah ditindaklanjuti, namun tindaklanjut tersebut belum sesuai dengan

rekomendasi BPK , dan masih ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sama

sekali. Setyaningrum (2014) menemukan bahwa tingkat penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan berpengaruh negatif signifikan terhadap temuan

audit. Penyelesaian tindak lanjut yang rendah menunjukkan semakin tinggi

temuan audit sehingga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah semakin

buruk.

Penelitian sebelumnya terkait dengan tindaklanjut temuan audit BPK belum

memberikan hasil yang konsisten.  Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2015)

berhasil membuktikan bahwa tindak lanjut temuan audit BPK mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit pada LKPD Kabupaten/Kota
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Propinsi Jawa Barat. Sedangkan hasil penelitian Nurdiono (2014) menyatakan

bahwa tindak lanjut temuan audit tidak berpengaruh pada opini audit .

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, Penulis berpendapat bahwa

apabila pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tahun

sebelumnya dan ditindak lanjuti tersebut telah sesuai dengan rekomendasi BPK

maka kemungkinan untuk mendapatkan opini WTP pada tahun berikutnya akan

tinggi. Begitu pula sebaliknya apabila tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan tahun sebelumnya tidak ditindak lanjuti maka kemunginan untuk

mendapatkan opini WTP pada tahun berikutnya akan semakin rendah sehingga

penulis memformulasi hipotesis sebagai berikut:

H3: Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun sebelumnya
berpengaruh positif terhadap opini BPK tahun berikutnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2003). Populasi dalam

penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia yang

menjadi objek pemeriksaan BPK RI tahun 2011s/d 2015. Sampel diambil dari

populasi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini dari

Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang tahun pengamatan yaitu tahun 2010

sampai dengan tahun 2014.

2. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki

temuan atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan perundang undangan

sepanjang tahun pengamatan yaitu tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

3.2 Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang

diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder terkait

dengan temuan kelemahan sistem pengendalian internal dan temuan

ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan diperoleh dari laporan hasil
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pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2011 sampai dengan tahun 2015,

dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan tahun 2009 sampai dengan tahun

2015 didapat dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan

pemerintah daerah yang diperoleh dari pusat informasi dan komunikasi Badan

Pemeriksa Keuangan.

3.3 Devinisi Variabel

3.3.1 Variabel Dependen

Sekaran (2006) menyatakan bahwa variabel dependen merupakan variabe yang

menjadi perhatian utama peneliti. Melalui analisis terhadap variabel dependen

adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu masalah. Variabel

dependen dalam penelitian ini adalah opini BPK. Indriantoro dan Supomo (1999)

menyatakan bahwa variabel independen sebagai tipe variabel yang menjelaskan

atau mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu

temuan atas kelemahan SPI, temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-

undangan, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

3.3.1.1 Opini BPK (Y)

Opini berdasarkan PP nomor 15 tahun 2004 adalah pernyataan profesional sebagai

kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan. Menurut UU nomor 15 tahun 2004 pasal 16 ayat (1), opini

audit terdiri dari WTP (unqualified opinion) termasuk didalmnya WTP DPP

(unqualified opinion with modified wording), WDP (qualified opinion), TW

(adverse opinion), dan TMP (disclaimer of opinion). Ukuran variabel dependen

yang digunakan pada penelitian ini dikategorikan dalam skala ordinal karena
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dengan skala ordinal data tidak hanya dikategorikan ke dalam kelompok tetapi

juga melakukan rangking terhadap kategori (Ghozali, 2011).

Skala ordinal untuk tiap kategori opini adalah TW = 1,  TMP = 2, WDP = 3,

WTP-DPP dan atau WTP= 4.

3.3.2. Variabel Independen

3.3.2.1 Kelemahan Sistem Pengendalian Internal (X1)

Salah satu kriteria BPK dalam memberikan opini adalah jumlah temuan atas

kelemahan SPI. Temuan kelemahan SPI dirangkum dari tiga kategori yaitu:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yaitu

kelemahansistem pengendalian yang terkait kegiatan pencatatan akuntansi

dan pelaporankeuangan.

2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja, yaitu kelemahan pengendalian yang terkait dengan pemungutan dan

penyetoran penerimaan negara/daerah/perusahaan milik negara/daerah serta

pelaksanaan program/kegiatan pada entitas yang diperiksa.

3. Kelemahan struktur pengendalian internal, yaitu kelemahan yang terkait

dengan ada/tidaknya struktur pengendalian internal atau efektivitas struktur

pengendalian internal.

SPKN tahun 2007 menyatakan bahwa untuk melaporkan kelemahan pengendalian

internal pemeriksa harus mengidentifikasi “kondisi yang dapat dilaporkan” secara

sendiri-sendiri atau secara kumulatif yang merupakan kelemahan material.

Fatimah et al. (2014) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara pemberian

opini oleh BPK dengan temuan salah satu dari SPI tersebut. Berdasarkan hal
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tersebut maka penelitian ini menggunakan jumlah temuan secara komulatif atas

kelemahan SPI dari “daftar kelompok dan jenis temuan menurut entitas“ yang

disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD.

3.3.2.2 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (X2)

BPK menyatakan bahwa salah satu hasil pemeriksaan atas LK berupa laporan

kepatuhan yang mengungkapkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-

undangan yang mengakibatkan kerugian negara/daerah, potensi kerugian

negara/daerah, kekurangan penerimaan, administrasi, ketidakekonomisan,

ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Fatimah et al. (2014) meyatakan bahwa apabila ada salah satu dari kepatuhan

terhadap perundang-undangan ditemukan maka memiliki keterkaitan terhadap

pemberian opini oleh BPK RI. Penelitian ini mengambil hasil temuan secara

komulatif dari “daftar kelompok dan jenis temuan menurutentitas“ yang disajikan

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD.

3.3.2.3. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (X3)

BPK akan memberikan rekomendasi dari setiap temuan hasil pemeriksaan yang

harus ditindak lanjuti oleh orang/entitas. Dengan menindaklanjuti rekomendasi

BPK diharapkan entitas dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggungjawab

keuangan daerah. Hasil temuan BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai

rekomendasi apabila rekomendasi  tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan

tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan  rekomendasi dari BPK.

Berdasarkan IHPS II BPK tahun 2014,  Rekomendasi BPK secara umum dapat

ditindaklanjuti dengan  cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan
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atau melengkapi pekerjaan/barang, tindakan administratif berupa pemberian

peringatan , teguran, dan/atau sanksi kepada para penagnggungjawab dan/atau

pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi

atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti

pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem

pengendaian internal.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka rekomendasi yang digunakan untuk

menentukan variabel rekomendasi pemeriksaan tindaklanjut pada penelitian ini

adalah jumlah rekomendasi baik itu rekomendasi yang bersifat administratif

maupun keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio yaitu perbandingan

antara tindak lanjut yang sesuai rekomendasi dibandingkan dengan jumlah

rekomendasi. Untuk lebih jelasnya, definisi operasional dan pengukuran

keseluruhan variabel yang diteliti pada penelitian ini dapat dilihat pada matriks

berikut ini.

Tabel 5 Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel Definisi Operasional Parameter Skala

Variabel terikat (Dependent Variabel)
Opini BPK Pernyataan profesional pemeriksa/auditor

mengenai kewajaran informasi keuangan
yang disajikan dalam LKPD Kabupaten/Kota
di Indonesia

Scoring Ordinal

Variabel bebas (Independent Variabel)
Kelemahan SPI Kelemahan pengendalian yang terkait dengan

pencatatan akuntansi dan pelaporan
keuangan, pemungutan dan penyetoran
penerimaan Negara/daerah serta pelaksanaan
program kegiatan, ada/tidak adanya SPI pada
entitas yang diperiksa

Jumlah kasus Rasio

Ketidak patuhan
terhadap
perundang-
undangan

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan
perundang-undangan yang mengakibatkan
kerugian negara/daerah, potensi kerugian
negara/daerah, kekurangan penerimaan,

Jumlah kasus Rasio
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administrasi, ketidakekonomisan,
ketidakefisienan, dan ketidakefektifan

Tindak lanjut
rekomendasi
hasil
pemeriksaan

Rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti
secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang
diperiksa sesuai dengan  rekomendasi dari
BPK

perbandingan
antara jumlah
tindak lanjut
yang sesuai
rekomendasi
dibandingkan
dengan jumlah
rekomendasi

Rasio

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan aplikasi

Eviews 8. Data panel merupakan gabungan dari data berkala (time series) dan

data individual (cross section). Data time series adalah data yang dikumpulkan

dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data cross section adalah

yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu (Nacrowi dan

Usman, 2006).

Regresi data panel memiliki keunggulan antara lain: pertama, data panel mampu

memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan

vaiabel spesifik individu; kedua, kemampuan mengontrol heterogenitas tersebut

menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model

perilaku yang lebih komplek; ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi

cross-section yang berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel

cocok digunakan sebagai study of dynamic adjustment; keempat, tingginya

jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informative, lebih

variatif dan kolinieritas  antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan

(degree of freedom) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang

lebih efisien; kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model
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perilaku yang kompleks; keenam, data panel dapat digunakan untuk

meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Model regresi data panel memiliki tiga pendekatan yaitu:

1. Common Effect

Metode Common Effect merupakan metode yang menggabungkan data tanpa

melihat perbedaan antara waktu dan individu. Dalam pendekatan ini tidak

memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa

perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai retang waktu. (Widarjono,

2006).

2. Fixed Effect Model (FEM)

Model fixed effect yaitu model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep

(bervariasi) sepanjang unit individu namun untuk kofisien slope nya konstan.

3. Random Effect Model (REM)

Model random effect model  digunakan untuk mengatasi permasalahan yang

ditimbulkan oleh model fixed effect. Pedekatan model fixed effect dengan peubah

semu (dummy) pada data panel menimbulkan permasalahan hilangnya derajat

bebas dari model.

Untuk memilih model common effect atau fixed effect maka perlu dilakukan uji

chow melalui aplikasi yang ada pada eviews dengan hipotesa sebagai berikut:

H0 : Common effect model

H1 : Fixed Effect model

Jika Chi Square > 0,05 = terima H0

Jika Chi Square < 0,05 = tolak H0
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Untuk memilih antara model fixed effect atau model random effect yang akan

digunakan untuk mengestimasi data panel maka dilakukan uji hausman dengan

asumsi sebagai berikut:

H0 : model mengikuti Random effect

H1 : model mengikuti fixed effect.

Jika Chi Square > 0,05 = terima H0

Jika Chi Square < 0,05 = tolak H0

Penelitian ini menduga bahwa terdapat pengaruh temuan kelemahan sistem

pengendalian internal,temuan atas ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan

dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya

terhadap opini BPK, sehingga model regresi yang akan digunakan adalah sebagai

berikut:

Y = α +β1X1it +β2X2it + β3X3it-1 + ε

Keterangan :

Y = Opini BPK

X1it = Kelemahan sistem pengendalian internal

X2it = Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan

X3it-1 = Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK tahun sebelumnya

α = konstanta

β1..β3 = koefisien variabel independen

3.5 Uji Asumsi Klasik

Menurut Hariyanto dkk (2005)  kelebihan penelitian dengan menggunakan data

panel adalah data yang digunakan menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih
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besar, kolineariti yang lebih rendah diantara variabel dan banyak derajat bebas

(degree of freedom) serta lebih effisien. Panel data dapat mendeteksi dan

mengukur dampak degan lebih baik dimana hal ini tidak dapat dilakukan dengan

metode cross section maupun time series.

Menurut Gujarati (2003) Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks

prilaku yang ada dalam model sehingga pengujian dengan panel data tidak

memerlukan uji asumsi klasik. Dengan keuanggulan regresi data panel maka

implikasinya tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik dalam model data

panel (Verbeek,2000; Gujarati, 2006; Wibisono, 2005; Aulia, 2004, dalam

Shochrul R Ajija, dkk, 2011).

3.6 Analisis tambahan

Penelitian ini juga akan melihat hasil regresi dengan menggunakan data 10 tahun

penelitian, data diambil dari LKPD tahun 2006 sampai dengan 2015, dan

kemudian membandingkan hasil regresi data panel tersebut dengan data 5 tahun

yang diambil dari LKPD tahun 2010 sampai dengan 2014. Berdasarkan

fenomena pada Bab I maka data 5 tahun diambil dari laporan hasil pemeriksaan

atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2010 sampai dengan

2014.

Data 10 tahun diambil dari laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan

pemerintah tahun anggaran 2006 sampai dengan tahun 2015 karena:

1. tanggal 13 Juni 2005 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No 24

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dimana pemerintah

pusat dan daerah wajib menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan
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APBN/APBD sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang kemudian di

audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil audit BPK atas laporan

keuangan tersebut telah memuat opini. Berdasarkan laporan hasil

pemeriksaan  atas LKPD tahun 2005 masih terdapat Pemerintah Daerah yang

belum membuat laporan keuangan, selain itu pada hasil pemeriksaan BPK

juga terdapat temuan audit yang belum memisahkan antara temuan

kelemahan SPI dan temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan.

2. pemeriksaan BPK atas laporan LKPD tahun anggaran 2006 sudah memuat 3

variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu variabel kelemahan SPI,

ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan tindak lanjut hasi pemeriksaan

BPK tahun sebelumnya (t-1).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian internal,

temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan dan tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap opini BPK. Berdasarkan hasil

penelitian ini, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Kelemahan sistem pengedalian internal berpengaruh negatif signifikan

terhadap opini dimana semakin rendah temuan kelemahan sistem

pengendalian internal pada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maka opini

yang diberikan oleh BPK akan semakin baik. Opini BPK yang baik (WTP)

menggambarkan bahwa efektifitas sistem pengendalian internal pada

pemerintah daerah sudah cukup baik.

2. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan berpengaruh negatif signifikan

terhadap opini dimana semakin rendah temuan ketidakpatuhan terhadap

perundang-undangan pada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maka opini

yang diberikan oleh BPK akan semakin baik.

3. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK berpengaruh negatif

signifikan terhadap opini BPK, hal ini menunjukkan bahwa tindaklanjut

rekomendasi berpengaruh terhadap opini namun jumlah rekomendasi yang

ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan telah sesuai dengan rekomendasi



61

BPK masih sangat sedikit hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata tindak lanjut

rekomendasi tahun 2010-2014 hanya sebesar 48,57%  dari total rekomendasi

yang harus ditindaklanjuti sebesar 100%.  Rendahnya kemampuan

pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan

mengindikasikan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam hal

ini terkait dengan sistem pemantauan hasil pemeriksaan. Hasil penelitian ini

tidak mendukung hipotesa 3 (H3).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa

keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian. Keterbatasan

tersebut antara lain:

1. Penelitian ini belum sepenuhnya mampu menjelaskan hubungan pengaruh

negatif variabel tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap opini

BPK.

2. Penelitian ini hanya menggunakan 3( tiga) variabel independen  yang

mempengaruhi opini BPK yaitu sistem pengendalian internal, kepatuhan

terhadap perundang-undangan dan tindak lanjut rekomendasi temuan

pemeriksaan.

3. Data tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan merupakan data

keseluruhan antara rekomendasi hasil temuan SPI dan kepatuhan yang di

peroleh dari IHP BPK. Data tersebut belum membedakan antara tindak lanjut

rekomendasi atas temuan SPI dan kepatuhan.

4. Penelitian ini tidak mempertimbangkan penetapan materialitas audit sebagai

salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian opini.
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5.3 Saran

Saran dari penelitian ini sebagai berikut:

5.3.1 Bagi peneliti selanjutnya

Pada penelitian yang akan datang sebaiknya menambahkan variabel lainnya

sebagai variabel independen dan membedakan antara tindak lanjut rekomendasi

hasil temuan SPI dan kepatuhan  serta mempertimbangkan faktor temuan

penetapan materialitas audit sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi

pemberian opini.

5.3.2 Bagi Pemerintah Daerah

1. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat melakukan

pengawasan dan monitoring  terkait tindak lanjut rekomendasi temuan BPK

RI yang dilakukan oleh Satker.

2. Setiap Satker diharapkan dapat membuat sistem informasi untuk memantau

status dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan

menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan seperti yang

disarankan oleh BPK.

3. Pemerintah diharapkan dapat membuat peraturan-peraturan yang terkait

dengan sistem pengendalian internal dan penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan dan tata cara peyelesaian ganti kerugian

negara.

4. Guna mencegah kecurangan, penyelewengan dan pemborosan dan

meminimalkan jumlah temuan audit pemeriksaan BPK setiap tahunnya, setiap
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satker wajib membuat dan melaksanakan sistem pengendalian internal dengan

mengacu pada PP nomor 60 tahun 2008.

5. Pemerintah diharapkan untuk terus meningkatkan sumber daya manusia

terutama bidang akuntansi dan pengawasan keuangan daerah dengan

memberikan pelatihan-pelatihan khusus dalam bidang akuntansi dan diklat

secara berkala.

5.4 Implikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, kepatuhan

terhadap perundang-undangan dan tindak lanjut rekomendasi hasil penemeriksaan

mempengaruhi opini yang diberikan oleh BPK RI yang berimplikasi secara

praktis bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan pengelolaan

keuangan daerah. Pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diharapkan untuk

terus mengoptimalkan sistem pengendalian internal, serta meningkatkan SDM

yang akuntabel dan dapat merumuskan suatu regulasi yang tepat dalam

menentukan kebijakan sehingga dimasa yang akan dapat dapat memperkecil

kecurangan, penyelewengan dan pemborosan dana serta penyalahgunaan terhadap

aset negara.

Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menyelesaikan tindak lanjut atas

temuan BPK tidak hanya secara administratif tetapi berupaya untuk

menyelesaikan temuan yang terkait dengan kerugian negara/daerah.
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